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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

P U T U S A N 

Nomor  1237/Pdt.G/2019/PA.Bm. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah 

menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara : 

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1978, agama Islam, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di   

Kabupaten Bima, sebagai  Penggugat 

m e l a w a n 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sangia, 01 Februari 1969, agama 

Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah 

Dasar, tempat kediaman   Kabupaten Bima 

sebagai  Tergugat 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini. 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat, Tergugat  dan saksi-  saksi 

.Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan. 

DUDUK PERKARA 

    Bahwa Penggugat  dalam surat gugatannya tertanggal                        

15 Agustus 2019  yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Bima   Nomor 1237/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal  15 Agustus 

2019  mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 12 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima 

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 

42/Kua.18.06/10/PW.01/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;.  

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Buncu 

Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama lebih kurang 3 tahun. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 

orang anak bernama : ANAK (P) lahir tanggal 06-06-2017, anak 

dalam asuhan Penggugat; 

3. Bahwa sejak bulan November  2016 antara Penggugat dengan 

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

disebabkan antara lain :Tergugat malas/enggan mencari nafkah 

sehingga tidak menjamin nafkah  hidup Penggugat;  Tergugat suka 

cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;Tergugat telah membawa 

secara paksa motor milik bersama  dan suka  menghina / mencaci 

maki Penggugat di depan muka umum; 

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019 yang akibatnya 

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di 

rumah anak bawaan Tergugat (di rumah bpk. Firdaus) di Desa 

Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara 

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai 

sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan 

Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya 

suami istri sampai sekarang; 

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga 

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan 

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma 

hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif 

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara 

Penggugat dengan Tergugat; 

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya 

damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak 

berhasil; 

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama  Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

A. Primer 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( ) terhadap 

Penggugat ( ); 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ; 

B. Subsidair 

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan 

pertimbangan Majelis Hakim. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  dan 

Tergugat telah datang menghadap di depan sidang. 

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya 

mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun 

kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk 

bercerai namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi 

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses 

mediasi melalui mediator yang disepakatinya. 

Bahwa  kemudian Penggugat  dan Tergugat telah dimediasi oleh 

mediator Drs. Syarifuddin, MH (Ketua Pengadilan Agama Bima) namun 

mediator dalam laporannya  pada tanggal 6 September 2019 

menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan 

surat gugatan Penggugat  tersebut, yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat  tersebut, Tergugat tidak 

mengajukan jawaban; 

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat  telah 

mengajukan alat bukti surat berupa :  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5206097006981003 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil  Kabupaten  Bima tanggal 28 Agustus 2018, yang telah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

dimeterai oleh pejabat pos (nazegeling) dan sesuai dengan 

aslinya (P.1);   

2. Fotokopi Diplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 

42/Kua.18.06/10/Pw.01/VIII/2019 dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sape Kabupaten  Bima tanggal 

13 Agustus 2019, yang telah dimeterai oleh pejabat pos 

(nazegeling) dan sesuai dengan aslinya (P.2); 

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya; 

Bahwa selain alat bukti surat tersebut  Penggugat telah 

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 

Saksi I: SAKSI,  umur 58  tahun, agama Islam, pekerjaan      Bertani 

tempat kediaman di RT. 01 RW. 01  Desa Buncu Kecamatan Sape 

Kabupaten  Bima;, dihadapan persidangan telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:  

- saksi adalah TETANGGA Penggugat, kenal dengan Penggugat 

dan Tergugat; 

- saksi  tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri ; 

- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah 

bawaan Penggugat di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima ; 

- saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang 

anak;  

- saksi tahu sejak bulan November  2016 Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 

Tergugat Tergugat malas/enggan mencari; 

- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 

bulan Juli 2019 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 

sampai sekarang; 

- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan  Penggugat 

dan Tergugat namun tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

Saksi II: SAKSI, umur 49  tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani  

tempat kediaman di RT. 06 RW. 03 Desa Buncu Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima, 

, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- saksi adalah TETANGGA Penggugat, kenal dengan Penggugat 

dan Tergugat; 

- saksi  tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri ; 

- saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah 

bawaan Penggugat di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima ; 

- saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang 

anak;  

- saksi tahu sejak bulan November  2016 Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 

Tergugat Tergugat malas/enggan mencari; 

- saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 

bulan Juli 2019 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 

sampai sekarang; 

- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan  Penggugat 

dan Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, selanjutnya 

Penggugat  dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya 

sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan. 

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam 

berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk 

hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan 

dengan putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  

sebagaimana yang telah diuraikan di muka. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena Penggugat adalah 

isteri Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) 

Kecamatan Sape, Kab. Bima  sebagaimana ternyata dari bukti P.2, 

maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum 

(legal standing) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. 

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1  Penggugat  

bertempat tinggal di Kabupaten Bima,  yaitu wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Bima,  maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal  

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara 

ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk mengadili. 

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur 

mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa 

dengan mediator Drs. Syarifuddin, MH. akan tetapi tidak berhasi. Majelis 

Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar 

Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 

R.Bgjo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan 

UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi 

tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui 

prosedur litigasi. 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Majelis 

setelah membaca secara sekasama dalil-dalil gugatan Penggugat, 

maka yang   mejadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah 

beralasan menurut hukum menjatuhkan talak satu ba’in shugra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat mohon dijatuhkan talak satu ba’in 

sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 10 Put. No. 1237 /Pdt.G/2019 /PA.Bm. 

- sejak bulan November  2016 Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat 

Tergugat malas/enggan mencari nafkah sehingga tidak menjamin 

nafkah  hidup Penggugat;  Tergugat suka cemburu yang 

berlebihan tanpa ada bukti;Tergugat telah membawa secara 

paksa motor milik bersama  dan suka  menghina / mencaci maki 

Penggugat di depan muka umum; 

- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli 

2019 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai 

sekarang; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena 

tidak pernah menghadiri persidangan kecuali pada sidang perdamaian; 

Menimbang, bahwa  untuk membuktikan dalil gugatannya 

Penggugat telah mengajukan saksi sebagaimana diuraikan diatas; 

Menimbang, bahwa Penggugat  telah mengajukan bukti saksi- 

saksi sebagaimana telah diuraikan diatas. 

Menimbang oleh karena saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan 

atau orang yang dekat dengan Penggugat dan kesaksian disampaikan 

dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua 

saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. 

Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, 

syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP 

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga 

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara 

ini; 

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak 

dibantah Tergugat dan kesaksian saksi keluarga diatas diperoleh fakta 

di sidang pada pokoknya: 

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah; 

- sejak bulan November  2016 Penggugat dan Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat 

Tergugat malas/enggan mencari nafkah ; 
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- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli 

2019 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai 

sekarang; 

- keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat 

akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan 

Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu 

mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ; 

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor  9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, 

gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak 

apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa   antara 

suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga; 

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut 

diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama 

sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama 

dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali 

dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti 

sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 

1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 

usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak 

berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai 

“perceraian yang wajar dan baik”, hal ini relevan dengan pendapat ahli 

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil 

Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan 

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan 

sebagai berikut;  
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د اللهسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدوإن   

Artinya: 

”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah 

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi 

pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci 

antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan 

untuk menegakkan hukum Allah”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang 

tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku 

pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling 

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan 

Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah 

tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara 

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka 

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan 

sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas,  dengan demikian gugatan Penggugat  untuk bercerai  

telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta 

pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat      sebagaimana 

petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in 

sugra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 

Nomor  50 Tahun  2009,  maka biaya perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat segala dalil syar’i dan Pasal-Pasal dari perundang-

undangan yang bersangkutan;  
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M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( ) terhadap 

Penggugat ( ); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  

perkara ini  sejumlah Rp. 566.000.00,- (lima ratus enam puluh 

enam  ribu  rupiah ).   

 Demikian perkara ini diputuskan  dalam permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Kamis  tanggal 26 September  2019 M bertepatan 

dengan tanggal 26 Muharam  Sya’ban 1441 H oleh kami Ahmad Rifai, 

S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. 

H. Mukminin  masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu 

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  

tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh  

Mustamin, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  

Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;  

 

Hakim Anggota I:   Ketua Majelis 

Ttd.       Ttd. 

Drs. H. Mukminin.      Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I 

Hakim Anggota II: 

Ttd. 

Uswatun Hasanah, S.HI    Panitera Pengganti, 

       Ttd. 

     Mustamin, BA..  

Perincian Biaya Perkara :  

1. Pendaftaran     :  Rp.  30.000,- 

2. Proses       :  Rp.  50.000,-  

3.  Panggilan         :  Rp.  470.000,-  

4.  Redaksi                     :  Rp.  10.000,-   

5.  Meterai                  :  Rp.  6.000,- 

   Jumlah  Rp.  566.000,-  

   (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10


